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Abstract. This research analyzes the development of standard regulations for the transition of Village assets to Village-
Owned Enterprises (BUMDes) based on the Village Law and identifies potential shifts in dispute resolution
procedures. The method used is normative with a statutory and historical approach. The research findings indicate
that the transition of village assets to BUMDes is a process in which village wealth is managed by BUMDes to optimize
revenue. The stages involve initiation by BUMDes or the village government, followed by an agreement between the
two parties. Dispute resolution is tailored to the conditions of village assets, such as ownership certificates for land
assets or agreements between the Village Head and BUMDes for property assets. Therefore, the transition of village
assets to BUMDes can provide economic benefits for both parties.
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Abstrak. Penelitian ini menganalisis perkembangan pengaturan standar peralihan aset Desa ke BUMDes berdasarkan
Undang-Undang tentang Desa dan mengidentifikasi potensi pergeseran dalam prosedur penyelesaian sengketa.
Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan historis
(historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan aset desa ke BUMDesa adalah proses di mana
kekayaan desa dikelola oleh BUMDesa untuk mengoptimalkan pendapatan. Tahapannya melibatkan inisiasi dari
BUMDesa atau pemerintah desa, diikuti oleh kesepakatan antara kedua pihak. Penyelesaian sengketa disesuaikan
dengan kondisi aset Desa, seperti sertifikat kepemilikan untuk aset berupa tanah atau perjanjian antara Kepala Desa
dan BUMDesa untuk aset berupa harta. Sehingga, peralihan aset Desa ke BUMDesa dapat memberikan manfaat
ekonomi bagi keduanya.

Kata Kunci - Peralihan Aset Desa, Aset BUMDesa

I. PENDAHULUAN

Aset desa merujukaep;ld;l barang-barang yang dimiliki oleh desa dan berasal dari sumber daya alam desa atau
diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang sah. Penting untuk mengelola dan
mengembangkan aset Sil dengan baik. Dalam rangka menjalankan pemerintahan yang efektif di tingkat desa,
pengelolaan aset harus dilakukan dengan transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab sesuai
dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang
tersebut menggarisbawahi praktik pengelolaan aset melalui lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes
adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya diperoleh dari penyertaan modal desa yang berasal dari
kekayaan desa yang telah dialokasikan untuk peningkatan aset, pelayanan, usaha, atau kepentingan lainnya guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa [1].

Aset Desa, sesuai dengan Pasal | ayat (11) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, dapat diartikan sebagai segala barang kepunyaan Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, diperoleh melalui
pembelian atau perolehan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau memperoleh hak atas
barang dengan cara yang sah. Dengan kata lain, Aset Desa mencakup semua barang yang dimiliki oleh Desa, baik
berasal dari sumber daya alam atau kekayaan asli Desa, maupun barang yang dibeli atau diperoleh oleh Desa melalui
alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak yang sah lainnya [2]. Aset Desa juga
dapat beralih untuk keperluan bisnis suatu Desa.

Peralihan aset desa adalah pengalihan kepemilikan aset dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks pengelolaan
aset desa, pemindahtanganan aset desa dapat meliputi tukar menukar, penjualan, dan bentuk pemindahtanganan
lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada umumnya peralihan dapat berupa penunjukan
pengguna aset desa, proses ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan aset desa. Penerbitan
surat pﬁiimjiim sewa aset, setelah penunjukan pengguna aset desa, kepala desa dapat menerbitkan surat perjanjian

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License
{CCBYY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the eriginal author(s) and the copyright owner(s) are credited and that

the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not
comply with these terms .




21 Page

sewa aset antara pemerintah desa dengan pihak penyewa. Hal ini bertujuan untuk mengatur penggunaan aset desa
secara jelas dan transparan, dan pemanfaatan aset desa, aset desa dapat dimanfaatkan secara pinjam pakai, sewa, atau
bentuk pemanfaatan lainnya yang telah diatur dalam peraturan desa.

Peralihan aset desa dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan dan nilai ekonomi aset desa, serta
mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam proses pemindahtanganan aset desa, penting
untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat, serta mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya peralihan aset Desa menjadi Aset Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa).

Berdasarkan Pasal 107 Ayat (1) bahwa pemberdayaan potensi desa dalam melakukan peningkatan pendapatan
Desa bisa dengan melakukan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama dengan melibatkan pihak ketiga dan
memiliki kewenangan melakukan pinjaman. Kemudian BUMDes pada Pasal 78 dalam Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa meny atakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, aparat
desa mendirikan BUMDes (ayat 1), pembentukan BUMDes terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan (ayat 2)
serta bentuk BUMDes haruslah berbadan Hukum (ayat 3).

Terdapat empat tujuan dari proses mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu, melakukan peningkatan
perekonomian yang ada di desa, melakukan peningkatan Pendapatan, melakukan peningkatan pengolahan potensi
sesuai kebutuhan desa, Sebagai tumpuan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable menjadi langkah dalam pendirian dan
pengelolaan ekonomi produktif suatu desa[3]. Dengan ini perlunya upaya dan kontribusi serius untuk menjadikan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang efektif, efesien, professional dan mandiri. Tidak dapat dipungkiri
BUMDes dijadikan sebagai wadah desa untuk menjalankan usaha desa yang berupa pelayanan ekonomi desa

Dalam pengelolaan aset desa, ditemui sejumlah permasalahan yang perlu diberi perhatian. Menurut temuan dari
masyarakat, persoalan-persoalan terkait pengelolaan aset desa mencakup berbagai aspek, seperti perlakuan terhadap
tanah bengkok atau tanah kas desa, pemeliharaan aset desa, penentuan harga perolehan aset, proses penyusutan,
penanganan aset yang sudah tidak digunakan, penggunaan aset oleh pihak lain, pelaporan Elg‘ dan proses
penghapusan aset desa. Selain itu, terdapat juga isu peralihan kepemilikan aset desa, yang mencakup tukar-menukar,
penjualan, dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa. Dalam konteks ini, muncul tantangan terkait prosedur dan
persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan proses peralihan kepemilikan aset desa.[4].

Permasalah utama yang terjadi dalam peralihan aset Desa di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Perilaku
korupsi telah merambat kesemua lapisan masyarakat, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Patimban
Subang. Penyelenggaraan pemerintahan desa sudah diatur didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
dalam Pasal 26 Ayat (4) bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang memiliki kewajiban untuk mengelola
Keuangan dan juga Aset Desa[5]. Namun, seiring dengan berjalannya waktu tindakan korupsi ini telah menjadi sebuah
ancaman bagi pemerintah desa. Hal ini mengacu pemerintah pusat dalam melakukan pelaksanaan Undang-Undang
Desa telah mengeluarkan anggaran Dana Desa yang besar untuk diberikannya terhadap desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan aset desa, penting bagi pemerintahan desa untuk menjalankan tugasnya
dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Namun, seperti yang kita saksikan di berbagai wilayah di Indonesia,
masalah korupsi masih menjadi ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat setempat.
Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan Kepala Desa Patimban dan Bendaharanya[6]. Kepala Desa
Patimban yang berinisial (DT) dan Bendaharanya yang berinisial (SL) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi
terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam periode tahun anggaran 2018-2021. Tindakan korupsi
ini merugikan keuangan negara sebesar Rp. 800.000.000. Kasus ini telah melalui berbagai tahap peradilan, dan
keduanya telah dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pentingnya pemberantasan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi
juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, peran aparat desa, terutama
Kepala Desa, dalam mengelola keuangan dan aset desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai
dengan aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tindakan
pengurungan terhadap tersangka oleh tim Jaksa Penyidik Kejari Subang merupakan langkah yang diperlukan untuk
mencegah pelarian, penghilangan bukti, atau upaya lain yang dapat mengganggu proses peradilan. Hal ini
menunjukkan komitmen untuk menjalankan proses hukum dengan adil dan transparan dalam rangka memberantas
korupsi di tingkat desa[7].

Kondisi penelitian saat ini Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan aset desa telah mencakup beberapa aspek
yang relevan. Salah satu penelitian dilakukan di BUMDes Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen,
Kabupaten Malang, dengan fokus utama pada pengembangan aset dalam konteks pengelolaan wisata. Aset yang
ditekankan mencakup aset manusia, struktural, sosial, alam, fisik, dan finansial. Kendala utama yang diidentifikasi
dalam pengembangan ini adalah rendahnya pendidikan formal karyawan BUMDes, yang membutuhkan peningkatan
pendidikan dan keterampilan. Selain itu, penelitian lainnya berfokus pada penerapan sistem pengelolaan aset desa
SIPADES di beberapa desa di Kecamatan Jampangkulon dan Surade, termasuk Desa Nagraksari, Bojonggenteng,
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Ciparay, Citanglar, Jagamukti, dan Pasiripis. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam tingkat keberhasilan
implementasi SIPADES di berbagai desa, dengan beberapa desa berhasil mengimplementasikannya dengan baik,
sementara yang lain masih menghadapi kendala seperti kurangnya ketrampilan pengurus desa dan seringnya terjadi
kesalahan dalam aplikasi[8].

Selanjutnya, ada juga penelitian yang bertujuan untuk membandingkan pemanfaatan aset desa ﬂlua desa, yaitu
Desa Getas Pejaten dan Ngembal Kulon. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara desa yang mengalami
keuntungan dan kerugian dalam pemanfaatan asetnya. Desa yang mengalami kerugian cenderung tidak mengikuti
mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah terkait pengelolaan aset desa dan perjanjian yang sah dengan pihak
lain[9]. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan dan potensi dalam
pengelolaan aset desa, serta pentingnya pemahaman hukum dan peraturan terkait dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset yang efektif, sehingga belum ada yang meneliti terkait
peralihan aset desa menjadi aset BUMDesa dan upaya penyelesaian sengketa dalam hal hubungan perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengaturan standar peralihan aset desa ke BUMDes
berdasarkan UU Desa serta mengidentifikasi potensi pergeseran dalam prosedur penyelesaian sengketa yang terkait.
Dengan penelitian ini, diharapkan kontribusi yang signifikan dapat diberikan terhadap perkembangan hukum terkait
dengan pengelolaan aset desa, terutama dalam konteks pengalihan aset ke BUMDes. Hal ini akan membantu para
pembuat kebijakan dalam merumuskan atau menyesuaikan regulasi yang lebih relevan dan efektif. Selain itu,
penelitian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa,
BUMDes, dan masyarakat desa, tentang tata cara pengalihan aset desa dan prosedur penyelesaian sengketa yang
berlaku. Hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi kontribusi penting dalam pengembangan literatur hukum terkait
pengelolaan aset desa dan peralihan aset ke BUMDes, yang dapat menjadi referensi bagi peneliti, praktisi hukum, dan
pihak terkait lainnya dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum yang berlaku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approah) dan
pendekatan historis (historical approach), bahan hukum primer yang digunakan yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 72 Tahun
2005 PP 43 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2021, dan Permendagri No 1 Tahun 2016, bahan
hukum sekunder didapat dengan menelaah jurnal sesuai topik yang sama. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif
dengan menarik kesimpulan deduktif.

II1. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standart Peralihan Aset Desa ke BUMDesa

Dalam konteks manajemen aset di tingkat desa, aset desa mengacu pada bill'ila-bill'ill]g yang dimiliki oleh desa
dan berasal dari sumber daya alam atau kekayaan desa, yang bisa didapat melalui anggaran pendapatan dan belanja
desa (APBDes) atau akuisisi hak-hak sah lainnya. Pengelolaan aset desa mencakup sejumlah kegiatan, seperti
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, dan pembinaan.

Aset desa adalah milik desa yang berasal dari sumber daya alam desa, diperoleh melalui APBDesa atau cara-cara
yang sah lainnya. Sementara itu, aset BUMDes adalah kekayaan atau harta milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
termasuk uang dan benda-benda lain yang memiliki nilai ekonomi, baik yang sudah terwujud maupun yang belum,
yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau hasil ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa desa
memiliki aset yang kemudi'(ua()dul dari aset desa tersebut diinvestasikan ke dalam BUMDes[10].

Penyertaan modal adalah kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengelolaan pembiayaan dalam
APBDes lalu dari penyertaan modal tersebut BUMDes sudah memiliki aset yang berupa baik itu uang maupun benda
lain yang sudah dibelanja dari alokasi penyertaan modal maka dari harta tersebut disebut sebagai aset BUMDes.
Tujuan dari pemisahan aset Desa dengan Aset BUMDes adalah nanti akan ada pencatatan masing-masing yang
dilakukan secara terpisah baik aset desa maupun aset BUMDes, sehingga ketika menyebutkan suatu aktiva atau aset
maka tidak tercatat di dua jenis aset.

Pada intinya setiap hasil desa yang dikelola oleh BUMDes itu statusnya tetap milik desa meskipun suara dikelola
oleh BUMDes, aset adalah sumber-sumber daya yang bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan
bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Contoh aset desa yang dapat dikelola oleh BUMDes seperti pasar
desa, pasar desa ini adalah aset desa yang bisa diserah kelolakan ke BUMDes agar dapat lebih maksimal memberikan
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kenyamanan keamanan dan juga ketertiban yang tentunya nanti akan bisa menghasilkan pendapatan asli desa dan juga
bisa membudayakan BUMDes untuk mengelolanya kemudian misalnya lagi tempat wisata kemudian kendaraan,
mesin atau peralatan berat, Tanah Kas Desa (TKD), bangunan atau gudang kemudian, sumber daya alam, dan
teknologi tepat guna[11].

Proses tahapan peralihan pertama tentu ada inisiasi baik datang dari pengelola BUMDes ataupun dari pemerintah
Desa untuk memberdayakan aset yang dimaksud artinya ada aset desa yang bisa diproduksikan lebih baik lagi dengan
hal tersebut maka aset Desa itu dapat menghasilkan pendapatan baik nantinya bisa memberikan keuntungan bagi
BUMDes maupun bagi desa. Tahapan selanjutnya yakni membuat kesepahaman atau kesepakatan antara pihak
Pemerintah desa dan BUM Des.

Tujuan atau program yang di tuangkan dalam perjanjian kerjasama adalah objek yang dikerjasamakan atau
diserahkan kelolakan jadi harus jelas yang menjadi aset yang dimaksud tersebut, sehingga kejelasan ruang lingkup
BUMDes untuk mengelolanya. Ruang lingkup sendiri dibedakan secara kewenangan dan ruang lingkup secara area
ataupun tergantung dari jenis aset desa kemudian tujuan pemanfaatan aset sehingga aset yang dikelola itu tetap pada
tujuan awal. Kemudian rentang perjalanan dari pengelolaan aset tersebut bisa juga nanti akan diperbarui atau
diberhentikan tergantung hasil evaluasi dari pengelolaan aset Desa oleh BUMDes.

Dari kesepakatan tersebut timbulah hubungan perdata berupa hak dan kewajiban, hal ini sangat penting, sehingga
masing-masing pihak dapat mengetahui kewajiban dan batasan-batasan masing-masing dari pengelolaan aset Desa
oleh BUMDes, misalnya hak masing-masing pihak bagi BUMDes maupun bagi desa. Bagi BUMDes diterangkan
untuk mengelola, mengatur, menyimpan, dan memodifikasi persentase hasil dan lain sebagainya perlu diterapkan hak-
haknya untuk mengelola aset Desa, kemudian bagi Desa juga dapat memiliki hak untuk memberikan masukan nasehat
termasuk presentase hasil dari pemanfaatan aset yang produktif.

Kewajiban bagi Desa seperti merawat, menjaga, dan melaporkan, dalam perjanjian kerjasama, sedangkan bagi
BUMdesa memiliki kewajiban untuk merenovasi memberi informasi yang dibutuhkan dan lain sebagainya, seperti
alur keuangan yang perlu dibahas pengelolaan keuangan hasil pemanfaatan hasil aset Desa harus ada pencatatannya,
penggunaan keuangan untuk peruntukan operasional yang aitinya kadang-kadang ada satu aset desa yang nanti di sini
perlu ada kejelasan kewajiban untuk melakukan perbaikan. Kemudian dari sisi pelaporannya secara periodik setiap
bulan dan setiap tahun.

1. Perkembangan Pengaturan Terkait Standard Peralihan Aset Desa Ke BUMDes

Dalam beberapa tahun terakhir, Inanesi;l telah menyaksikan perkembangan yang signifikan dalam pengaturan
terkait standard peralihan aset desa ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perubahan ini menjadi tonggak penting
dalam memajukan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat desa. Melalui inisiatif ini, pemerintah berusaha
mendorong desa-desa untuk lebih proaktif dalam mengelola aset mereka dengan efisien dan berkelanjutan, sehingga
mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah. Langkah-langkah yang
diambil untuk mendorong transisi peralihan aset desa ke BUMDes menjadi landasan penting bagi kemajuan ekonomi
berkelanjutan di tingkat desa. Hal itu dapat secara rinci dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Peralihan Aset Desa Ke BUMDesa

No Produk Hukum Prosedur Peralihan Bentuk Peralihan

1 UU No. 32 Tahun 2004 Tidak menunjukkan petunjuk

tentang Pemerintah Daerah  yang jelas mengenai prosedur Penyertaan modal, kerjasama,
peralihan  aset desa ke dan memiliki hak mengelola.
BUMDes
2 PP No. 72 Tahun 2005  Belum memberikan panduan Penyertaan modal Desa ke
tentang Desa yang mendetail tentang BUMDesa Peralihan pengelolaan
mekanisme peralihan aset BUMDes dimulai dengan
desa ke BUMDes penetapan  pengelola  baru,

persetujuan  dan  pengalihan
modal sesuai Pasal 79 ayat (2),
dilanjutkan penyesuaian struktur
dan rencana operasional bersama
pengelola baru.
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3 UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa

4 PP No. 43 Tahun 2014
tentang Desa

5 PP No. 11 Tahun 2019
tentang perubaha PP No. 43

Aset Desa Pasal 77 ayat 3

Belum memberikan panduan
yang mendalam mengenai
tata kelola peralihan aset
desa ke BUMDes, letapi

dalam pasal ini sudah
menyentuh masalah  aset
desa namun belum

memberikan panduan yang
rinci.

Bab VIII pasal 135 tentang
Modal dan Kekayaan Desa

dengan melakukan
pelaporan aset Desa kepada
Anggaran Pendapatan
Belanja ~ Desa  melalui
penyertaan modal ke
BUMDes

Prosedur peralihan aset desa
ke BUMDes belum
dijelaskan.
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Memberikan hibah, pemodalan,
pendampingan teknis, akses ke
pasar, serta memprioritaskan
BUMDesa dalam pengelolaan
sumber daya alam di desa.

Aset Desa dapat dialihkan
melalul Penyertaan Modal,
hingga beralih menjadi Aset
BUMdes

Peralihan  penghasilan  dana
APBDesa (Persentase Khusus
yakni 70% minimal dan 30%

Tahun 2014 tentang Desa
maksimal) dan Peralihan Tanah
Bengkok

Pasal 45 Sumber Aset Desa

6 PP No. 11 Tahun 2021 Aset Desa dapat beralih kedalam

tentang Badan Usaha Milik  milik BUMDes Pasal 47 Aset BUMDes dengan cara
Desa Peraturan Desa  (Perdes) penyertaan modal

Kesepakatan melalui

bantuan dari

pemodalanpemerintah

daerah.

2
Bentuk peralihan Pasal 7

7 Permendagri No 1 Tahun Aset desa yang ditukaim atau
2016 tentang pengelolahan  Pengelolaan  aset  Desa dialihkan didafatarkan inventaris

Aset Desa meliputi, perencanaan, aset Desa dan penggantinya
pengadaan, penggunaan, dicatat dalam daftar inventaris

pemanfaatan, pengamanan, aset Desa.
pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan,

penatausahaan, pelaporan,

penilaian, pembinaan,

pengawasan, dan

Pengendalian.

Pengaturan mengenai peralihan aset Desa ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perundang-undangan
Indonesia merupakan isu yang penting namun belum sepenuhnya diatur secara rinci. Undang-Undang (UU) No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Bab IX yang mengatur tentang Desa, tidak memberikan petunjuk
yang jelas mengenai prosedur peralihan aset Desa ke BUMDes. Namun berdasarkan Pasal 212 Prosedur peralihan
keuangan desa dimulai dengan pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pendapatan asli desa, bagi
hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pusat dan daerah, b;mtu;umnerintuh‘ hibah, serta sumbangan
pihak ketiga. Pendapatan tersebut digunakan untuk belanja desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa
dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan peraturan desa tentang anggaran pendapatan
dan belanja desa. Pedoman untuk pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan dan pengalokasian dana desa
disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang diatur secara resmi oleh pemerintah setempat.

Kondisi ini dapat menciptakan kebingungan karena sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam
pemerintahan Desa mungkin belum memahami regulasi yang tepat. Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005,
yang merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi Desa, juga belum memberikan panduan detail tentang mekanisme
peralihan aset Desa ke BUMDes. Prosedur peralihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimulai dengan
penentuan permodalan yang dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman,
atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil. Setelahnya, kepengurusan BUMDes terbentuk dengan
melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan usaha desa tersebut sesuai ketentuan Pasal 79.

Peralihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimulai dengan penetapan pihak pengelola baru,
seperti Pemerintah Desa atau pihak swasta. lamjulkam dengan kesepakatan dan persetujuan antara pihak-pihak
terkait, termasuk pengalihan modal dan aset sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2). Selanjutnya, struktur dan
kepengurusan BUMDes disesuaikan, dan rencana operasional baru disusun bersama pengelola baru. Proses ini diawasi
melalui pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan rencana operasional dan tujuan yang
ditetapkan. Ini adalah prosedur yang mengatur transisi pengelolaan BUMDes sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Untuk mendapatkan panduan lebih lanjut tentang prosedur peralihan aset Desa ke BUMDes, kita perlu merujuk
ke Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini memberikan arahan lebih lanjut tentang kewenangan
Pemerintah Desa dalam mengatur Desa. Pasal 54 ayat (2) huruf (f) dari UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
aset Desa dapat dilepaskan, dialihkan, atau ditambahkan dengan melibatkan forum musyawarah yang memutuskan
hal-hal yang bersifat strategis terlebih dahulu. Namun, perlu dicatat bahwa UU No. 6 Tahun 2014 juga belum
memberikan panduan yang mendalam mengenai tata kelola peralihan aset Desa ke BUMDes. Pada Pasal 76, UU ini
menyentuh masalah aset Desa, tetapi tidak memberikan panduan yang rinci.

Peralihan pengelolaan kekayaan milik Desa dimulai dengan penilaian aset dan sumber daya yang dimiliki Desa.
Langkah selanjutnya melibatkan pembentukan tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa dan
masyarakat. Tim ini akan mengkaji keefektifan dan efisiensi pengelolaan kekayaan milik Desa sesuai dengan asas
yang diatur dalam Pasal 77. Hasil evaluasi dan rekomendasi tim evaluasi ilkildibilhils bersama Badan
Permusyawaratan Desa untuk mendiskusikan kemungkinan perubahan atau peningkatan pengelolaan kekayaan milik
Desa demi meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan Desa, selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Setelah
mendapatkan persetujuan  bersama, perubahan atau peningkatan pengelolaan kekayaan milik Desa akan
diimplementasikan.

Pada Bab IX yang mengatur BUMDes, UU No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 90 menckankan peran penting
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam
mendukung kemajuan BUMDes. Dalam hal ini, mereka memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan berupa
hibah, penyediaan modal, bimbingan teknis, bantuan akses ke pasar, serta memberikan prioritas kepada BUMDes
dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Meskipun demikian, peraturan yang mengatur peralihan aset Desa ke
BUMDes dijelaskan secara ringkas dalam undang-undang ini. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan dan
penafsiran yang luas, mengakibatkan ketidakpastian dalam implementasi pemerintahan Desa. Oleh karena itu, perlu
adanya revisi atau penambahan langkah-langkah dan rincian lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan untuk
memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur peralihan aset Desa ke BUMDes.

Pengaturan mengenai peralihan aset desa ke Badan Usaha Milik Desa (lgMDes) telah mengalami beberapa
perubahan seiring dengan berlalunya beberapa peraturan pemerintah. Awalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.
43 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat ketentuan mengenai peralihan aset desa kepada APB Desa melalui penyertaan
modal ke BUMDes dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII pasal 135 tentang Modal dan Kekayaan
Desa dengan melakukan pelaporan aset Desa kepada APBDesa Aset Desa dapat dialihkan melalui Penyertaan Modal,
hingga beralih menjadi Aset BUMdesa

Namun, perubahan terkait hal ini terjadi pada PP No. 11 Tahun 2019, yang hanya memfokuskan pada perubahan
pasal 81 terkait Penghasilan Pemerintah Desa, tanpa menjelaskan peralihan aset desa ke BUMDes. Oleh karena itu,
untuk memahami ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan aset desa ke BUMDes, kita perlu merujuk pada PP No.
11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Prosedur peralihan dalam Pasal 81A dimulai dengan penetapan penghasilan tetap
kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2).

Dalam PP No. 11 Tahun 2021, pasal 45 ayat (1) menguraikan lima cara yang dapat digunakan untuk memperoleh
aset desa, yaitu melalui penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman, atau dari
sumber lain. Selanjutnya, pasal 47 PP No. 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa BUMDes bisa menerima bantuan dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang tidak mengikat. Bantuan tersebut akan menjadi aset
BUMDes, dan pemerintah pusat dan daerah akan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, bantuan dari pihak lain juga dapat disalurkan kepada BUMDes dengan kesepakatan para pihak.

Copyright @ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original
publication in this journal is cited , in accordance with aceepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply
with these terms.




Page |7
2. Prosedur Peralihan Aset Desa ke BUMDesa

Pasca lahirnya UU ini dapat menjadi acuan Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya. Terlihat dari
bagaimana UU ini menjelaskan secara detail mengenai tata cara mengelola Desa beserta sumber dayanya, namun
masih terlihat beberapa kekurangan dari UU No. 6 Tahun 2014 yang dimana prosedur terkait bagaimana peralihan
Aset Desa ke BUMDes belum tertera secara jelas dalam proses peralihan dan Aset Desa apa saja yang memang boleh
dialihkan ke BUMDes.

Dalam konteks ini perlu adanya upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki dan mengembangakan peraturan-
peraturan yang mengatur peralihan Aset Desa ke BUMDes serta Aset apa saja yang bisa dialihkan ke BUMDes[12].
Selain itu, dalam merumuskan regulasi yang mendukung pengelolaan Aset Desa ke BUMDes perlu dilakukan analisis
mendalam terhadap isu-isu yang muncul dalam praktik nyata. Hal ini penting dilakukan agar regulasi yang dibuat
mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Desa dan mendorong perkembangan yang berkelanjutan. Sehingga
regulasi dapat diubah atau disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan yang muncul di masa depan.
Menilik lebih jelas ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 yang mengatur jelas bagaimana
peralihan Aset Desa ke BUMDes.

3. Prosedur Pengaturan Permendagri No. 1 Tahun 2016.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa. Permendagri ini memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Salah satu dampak penting dalam Permendagri ini ialah pemindahtanganan paragraf VIII tentang
Pelralalhtangzumn Pasal 25 yang dimana jelas terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi;

(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:

a. tukar menukar;
b. penjualan;
¢. penyertaan modal Pemerintah Desa.

(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa

hanya dilakukan dengan tukar menukar dan per&rtaan modal.

Lalu berdasarkan pada pasal 1 poin ke (22) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah Pemindahantangan
Aset Desa yng semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal Desa dalam B UMDes. Dengan kata lain prosedur Aset Desa yang dapat dialihkan ke
BUMDes berupa kekayaan yang dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal yang dimana dalam penyertaan modal
tersebut Aset Desa bisa dipindahtangankan atau dialihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, un untuk Aset
Desa berupa Tanah dan semacamnya harus memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Desa, kalrcma:::t Desa berupa
Tanah dan semacamnya merupakan salah satu titik kursial dalam pengelolaan Aset Desa maka perlu dilengkapi dengan
Bﬂus kepemilikan agar bisa ditatausahakan secara lebi tertib. Pada prinsipnya aset desa dapat dialihkan dengan cara
tukar menukar penjualan dan penyertaan modal Pemerintah Dv:sacnycrtaan modal Pemdes yang sangat mungkin
dilakukan adalah penyertaan modal Pemdes kepada Bumdes[13]. Namun jika misalnya Pemdes memutuskan untuk
melakukan penyertaan modal kepada Bumdes juga dimungkinkan dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam peraturan
desa. E
Pengalihan aset desa dengan cara penjualan atau lebih tepatnya pertukaran ¥rdapat ketentuan dan mekanisme yang
lcba'inci. Tukar menukar aset desa dapat dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan pasal 34 yakni;

a Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati atau Walikota terkait hasil musyawarah desa tentang

pengalihan atau penukaran dengan Pemerintah desa setempat

bKepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati atau Walikota, untuk selanjutnya Bupati atau

Walikota meneruskan permohonan ijin tersebut kepada Gubernur.

Bentuk peralihan Pasal 7 Pengelolaan aset Desa meliputi, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pclalp()ra penilaian, pembinaan,
pengawasan, dan Pengendalian, Aset desa yang ditukarkan atau dialihkan didafatarkan inventaris aset Desa dan
penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa. Standard peralihan Aset Desa ke BUMDes dapat dialihkan
dengan catatan sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan. Berdasarkan Bab VI pasal 48 tentang Ketentuan
Peralihan dijelaskan bahwasanya pengelolaan Aset Desa atau Pengalihan Aset Desa dapat dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Dengan kata lain peralihan Aset Desa ke BUMDes dapat dilakukan dengan
prosedur yang berlaku.

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Aset Desa terhadap BUMDesa
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Prosedur penyelesaian sengketa terkait aset desa yang melibatkan BUMDesa telah mengalami penyempurnaan
dalam beberapa tahun terakhir. Langkah-langkah yang jelas dan terstruktur telah diimplementasikan untuk
memfasilitasi resolusi yang adil dan transparan. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan untuk
mencoba menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat diajukan
permohonan mediasi kepada pihak yang berwenang, seperti instansi pemerintah terkait atau lembaga penyelesaian
sengketa.

Selain itu, bila mediasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah pengajuan sengketa ke pengadilan atau lembaga
arbitrase yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa perdata. Proses ini dijalani dengan berpedoman pada
regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa terkait aset desa dan BUMDesa. Kejelasan prosedur ini memberikan
kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat menyelesaikan sengketa dengan efektif dan adil demi
kepentingan bersama. Hal itu dapat secara rinci dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Aset Desa ke Aset BUMDesa

No Produk Hukum Litigasi Non-Litigasi

2 PP No. 72 Tahun 2005 Dapat melakukan Gugatan Melakukan Mediasi  dengan
tentang Desa Perdata mempertemukan  kedua bekah
pihak. Mengadakan perjanjian

para pihak.
3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang  Dapat melakukan Gugatan Dapat melakukan musyawarah,
Desa Perdata berupa (PMH). Dan Melakukan  Mediasi  dengan
dilihat juga dari Bentuk mempertemukan  kedua bekah
Badan Usahanya. pihak. Mengadakan perjanjian

para pihak.
4 Paska UU No. 6 Tahun 2014 Dapat melakukan Gugatan Dapat melakukan musyawarah,
tentang Desa Perdata berupa (PMH). Dan Melakukan Mediasi/negosiasi
dilihat juga dari Bentuk dengan mempertemukan kedua
Badan Usahanya. Dan dapat bekah pihak. Mengadakan

dilakukan upaya Hukum perjanjian para pihak. Dan dapat
Retributif berupa Pasal 3 melakukan Alternative Dispute
Undang-Undang Republik Resolution (Mediasi Penal)

Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan

terhadap pengelola aset.

Atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Prosedur penyelesaian sengketa pengalihan aset desa masa UU No. 32 Tahun 2004, Dalam UU ini hanya terdapat
peraturan penyelesaian tentang Daerah pada Bab IX dan belum mendetail hingga ke Desa. Tetapi tidak jarang adanya
pergesaran sengketa dalam peralihan Aset Desa ke Bumdes yaitu masih adanya perangkat desa yang kurang
pemahaman akan sistem regulasi peralihan proses administrasi yang masih kurang jelas, dan kurangnya transparansi
atau musyawarah lebih lanjut. Sehingga memungkinkan timbulnya kecurangan terhadap aset desa yang dialihkan
kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dalam proses peralihan aset desa ke BUMDes masih sering sekali dijumpai
adanya hambatan-hambatan yang kerap sekali muncul. Adapun peran desa dalam mengatasi pergeseran peralihan
aset desa ke bumdes yakni;

1) Melakukan koordinasi dengan pihak lain

ii)  Mengumpulkan berbagai administrasi yang diperlukan

1)) Mencermati regulasi yang berlaku

Dan dalam PP No. 72 Tahun 2005 penyelesaian perkara hanya dijelaskan terkait penyelesaian perselisihan
kerjasama desa dengan camat maupun bupati/walikota yang terdapat dalam pasal 86 dan pasal 87, yang dimana belum
secara rinci dan jelas terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa pengalihan Aset Desa ke BUMDes. Tetapi
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didalam PP No. 72 Tahun 2005 menjelaskan tentang sanksi dan apa konsekuensi tersebut yang terdapat dalam Bab ke
X tentang Pembinaan dan Pengawasaan pada pasal 99 beberapa butir poin dijelaskan bagaimana peran dalam
penyelesaian atau solusi yang diberikan, dan pada pasal 101 terdapat dalam poin (O) dimana disana tertulis sanksi
atas penyimpangan. Tetapi memang belum dijelaskan secara detail bagaimana dalam menyelesaikan perkara sengketa
tersebut.

1. Prosedur penyelesaian sengketa masa UU No. 6 Tahun 2014

Dalam UU ini tertera pada Bab X1V yakni tentang Pembinaan dan Pengawasan, padal Pasal 113 terdapat 4 ayat
yang menjelaskan bagaimana membina dan mengawasi Kepala Desa serta Perangkat Desa agar tidak melanggar norma
peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 115 pada huruf (n) dimana dijelaskan apabila aturan yang tidak
diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sanksi yang diperoleh atas penyimpangan yang
dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.[14] Maka
dengan begitu dalam PP No. 11 Tahun 2021 memiliki penjelasan bagaimana prosedur dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut tertera dalam Bab IV Pasal 17 tentang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yakni dalam
poin (s), (1, (u), (v), (w), dan juga (x) yang berbunyi;

s. Membicarakan dan menetapkan cara pertanggungjawaban yang harus dijalankan oleh penasihat, pelaksana
operasional, dan/atau pengawas jika terjadi kerugian pada BUM Desa/BUM Desa bersama yang disebabkan
oleh tindakan sengaja atau kelalaian;

t. Menetukan opsi penyelesaian melalui jalur hukum dalam situasi di mana penasihat, pelaksana operasional, atau
pengawas tidak menunjukkan niat baik dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban;

u. Memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas operasional BUM Desa/BUM Desa bersama dalam keadaan
tertentu;

v. Menunjuk solusi untuk mengatur pembagian kewajiban dan harta atau hasil kekayaan setelah kegiatan Usaha
BUM Desa/BUM Desa bersama dihentikan;

w. Meminta dan menerima akun tentang penyelesaian kewajiban;

x. Menginstiuksikan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif jika ada
indikasi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penyelesaian bisa dilakukan dengan beberapa cara, contohnya seperti
musyawarah desa agar permasalahan yang terjadi dapat dituntaskan bersama dengan jelas dan juga transparasi[15].
Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019 tentang Desa, dimana peraturan ini ialah
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.
6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam PP ini tidak terdapat pengaturan terkait tentang bagaimana mekanisme
penyelesaian sengketa. Karena didalam PP No. 11Tahun 2019 hanya mengatur perubahan pasal 81 dari PP No. 43
Tahun 2014 terkait Penghasilan Pemerintah Desa. Sedangkan jalur litigasi dapat melakukan Gugatan Perdata berupa
(PMH). Dan dilihat juga dari Bentuk Badan Usahanya. Dan apabila menempuh jalur non-litigasi dapat melakukan
musyawarah, Melakukan Mediasi dengan mempertemukan kedua bekah pihak. Mengadakan perjanjian para pihak.

2. Perkembangan Prosedur Penyelesaian Sengketa pasca UU No. 6 Tahun 2014

Setelah hadimya UU No. 6 Tahun 2014 membawa perubahan yang cukup signifikan, dari perubahan tersebut
terlihat beberapa perbedaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlihat dari diterapkannya UU
No. 6 Tahun 2014 ini jelas adanya didalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah lebih detail dan terperinci
terkait bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam mengelola Desa beserta sumber dayanya, namun tidak jarang
masih ada beberapa yang memang belum mendetail seperti bagaimana prosedur penyelesaian sengketa. Pada UU No.
32 ’B]un 2004 belum ada peraturan yang menjelaskan bagaimana mekanisme prosedur pengeliam Aset Desa.

Selain memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa, dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini memperkenalkan
lembaga baru yang disebut musyawarah desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis yang beradilmum
setiap desa harus menghidupkan forum yang inklusif dimana persoalan strategis dimusyawaratkan bersama. Persoalan
lain dalam penyelenggaraan di Desa ialah terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Desa serta hak dan kewajiban dari
Kepala Desa. Karena Kepala Desa sebagai ujung tombak di Desa yang seragkali dianggap sebagai tokoh yan bisa
menyelesaikan berbagai persoalan masyarakatnya. Sebagai contoh seperti sengketa tanah antar warga, pengalihan
tanah kas desa, kasus sengekta tersebut pastinya menjadi hambatan bagi Desa sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan
digunakan untuk melakukan tindak kecurangan dengan mengendalikan Aset Desa, kesempatan yang didapatkan dari
lemahnya pengawasan terhadap Distrik dan Kabupaten kepada aparatur desadalam pengelolaan Aset Desa rupanya
dimanfaatkan oleh beberapa aparatur desa dan masyarakat untuk memenuhi keinginan pribadi.
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Kurangnya monitoring dapat membuat pelaku leluasa melakukan aksinya, sumber daya manusia yang juga belum
memadai dalam mengelola aset desa sertamasih minimnya pengetahuan terkait regulasi dapat memberi kesempatan
kepada pelaku untuk memanfaatkan dan memperkaya diri. selain itu, desa juga tidak mailiki catatan yang rinci untuk
semua aset yang dikuasai karena masih minimnya akan pengetahuan regulasi yang ada. Kurangnya sosialisasi terhadap
kebijakan dan penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan, aset desa dan dana desa pada desa tidak
optimal dan menimbulkan Kepala Desa terjerat korupsi atas sengketa tanah atau kecurangan lainnya.

Maka dengan adanya PB‘ICl]dilgl'i No. 1 Tahun 2016 guna dapat melakukan pengelolaan Aset Desa yang tepat
sasaran, yang dimana dapat memberi peluang bagi desa untuk melakukan peralihan Aset Desa melalui tukar menukar,
Penyertaan Modal dan Pemindahtanganan. Sedangkan dalam upaya litigasi dapat melakukan Gugatan Perdata berupa
(PMH). Dan dilihat juga dari Bentuk Badan Usahanya. Dan dapat dilakukan upaya Hukum Retributif berupa Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dapat menempuh upaya non- litigasi dapat
melakukan musyawarah, Melakukan Mediasi/negosiasi dengan mempertemukan kedua bekah pihak. Mengadakan
perjanjian para pihak. Dan dapat melakukan Alternative Dispute Resolution (Mediasi Penal) terhadap pengelola aset.
[16].

IV.SIMPULAN

Pengaturan terkait standar peralihan aset desa ke BUMDes telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam
optimalisasi wewenang kepala desa dalam mengelola aset desa. Proses pengawasan oleh bupati/walikota terhadap
kepala desa juga belum efektif, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk mengatasi masalah ini, kerja sama
antara pengelola aset desa dan aparat pemerintah desa diperlukan, dengan pengalokasian dana desa, perbaikan
infrastruktur BUMDes, dan peningkatan kemampuan pengelola aset. Dengan peraturan yang jelas, diharapkan
BUMDes dapat berkembang mandiri, memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan, dengan tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi aktif masyarakat. Prosedur penyelesaian sengketa peralihan aset Desa dapat dilakukan berbagai macam
cara, jika menggunakan jalur non-litigasi, maka dapat menggunakan mediasi dan musyawarah Desa khusus sengketa
perdata, dan dapat melakukan Alternatif Dispute Resolution khusus sengketa pidana. Dan dapat diampuh upaya
hukum litigasi yakni berupa gugatan perdata dan retributif pidana berupa pelaporan agar dapat di proses secara
semestinya, jika kasus TPPU maka KPK berhak menindaklanjuti.
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